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Metode Omnibus	Pada	
RUU	Kesehatan



Mencabut dan	Menyatakan Tidak
Berlaku 9	UU	

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan 
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 



Mengubah, 
Menghapus, 
dan/atau 
Menetapkan 
Pengaturan 
Baru

1. Beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional

2. Beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi

3. Beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional 

4. Beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 



Mengkritisi Metode
Omnibus,	atauMuatan

Materi Draft	RUU	
Kesehatan?	



Pendapat berbeda
(dissenting	opinion) Hakim	

Konstitusi AriefHidayat dan	
Hakim	Konstitusi Anwar	
Usman	perihal pengujian
formil Undang-Undang
Nomor 11	Tahun 2020	
tentangCipta Kerja (1)

Vide:	PutusanMahkamah
KosntitusiNomor 91/PUU-

XVIII/2020 

Bahwa secara umum beberapa isu hukum yang 
dipermasalahkan oleh Pemohon dan dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:
1. Format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja yang 

menggunakan teknik Omnibus Law,
2. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan, 
dan

3. Adanya perubahan terhadap materi muatan pasca 
persetujuan bersama DPR dan Presiden. 



Pendapat berbeda
(dissenting	opinion) Hakim	

Konstitusi AriefHidayat dan	
Hakim	Konstitusi Anwar	
Usman	perihal pengujian
formil Undang-Undang
Nomor 11	Tahun 2020	
tentangCipta Kerja (2)

Vide:	PutusanMahkamah
KosntitusiNomor 91/PUU-

XVIII/2020

• Bahwa meskipun penggunaan pembentukan undang-undang 
melalui metode omnibus law boleh dilakukan tanpa 
memasukannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan Undang-
Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, namun dalam pembangunan hukum nasional, 
terutama dalam hal pembentukan undang-undang di masa 
berikutnya dan demi memenuhi asas kepastian hukum, maka 
diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesegera 
mungkin guna mengakomodir metode omnibus law dalam 
pembentukan undang-undang ke depan. 

• Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law 
juga harus lah memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang sebagaimana termuat dalam UUD 1945, asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan 
disusun melalui proses legal drafting yang tepat, tidak boleh 
serampangan dan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, 
serta memerhatikan betul-betul partisipasi masyarakat agar 
proses pembentukan suatu undang-undang benar- benar dapat 
menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi, dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap 
perkembangan zaman. 



Sumber:	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
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Terimakasih.


